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PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana tertulis dalam rumusan masalah mengenai bagaimana
peran suami isteri dalam perkawinan untuk mengambil keputusan beserta
bagaimana jika anak yang dikandung isterinya adalah anak hasil pembuahan
dengan suaminya sendiri, bukan hasil dari perkosaan, maka kesimpulannya
adalah:
1. Peran suami terkait aborsi yang dilakukan oleh isteri akibat perkosaan

yaitu berupa:

a. Pada dasarnya suami isteri punya peranan yang sama pentingnya dalam
perkawinan. Namun pada dasarnya suami memegang peran yang lebih
kuat dalam memberi keputusan, karena suami adalah kepala keluarga
yang bertanggung jawab atas isteri dan anaknya. Khususnya dalam hal
ini sang isteri yang melakukan aborsi dikarenakan akibat perkosaan.

b. Suami isteri sudah terikat menjadi satu dalam ikatan perkawinan, jadi
keputusan dalam perkawinan harus didasarkan atas putusan bersama
antara suami isteri. Suami punya kewajiban untuk mengatur dan
membimbing isterinya yang masih terikat dalam hubungan perkawinan.

2. Bila ternyata aborsi yang dilakukan terhadap kehamilan yang dihasilkan
olen pembuahan dengan suaminya sendiri, maka izin suami wajib
diperlukan dari awal masa kehamilan tanpa memperhitungkan apakah

janin tersebut hasil perkosaan atau bukan. Selain itu adanya resiko yang

56



57

harus dihadapi isteri yang akan melakukan operasi penghentian kehamilan,
juga merupakan tanggung jawab suami untuk melindungi nyawa isterinya.
Pentingnya pengarahan suami untuk mendampingi isterinya yang akan
melakukan penghentian kehamilan, apalagi hal ini menyangkut nyawa

seseorang.

B. Saran
Mendasar dari kesimpulan diatas, maka penulis dengan segala
kerendahan hati serta keterbatasannya, diakhir penulisan hukum ini ingin
memberikan saran yang kiranya dapat berguna bagi para pihak, yaitu:

1. Pemerintah memberikan perhatian yang lebih lagi kepada Lembaga-
lembaga Sosial Masyarakat seperti “Suster Gembala Baik” atau pondok-
pondok pro life lainnya, agar masyarakat luas mengetahui keberadaan
LSM seperti ini, sehingga dapat mengurangi tingkat penguguran
kandungan tanpa alasan yang kurang jelas.

2. Sebaiknya Pemerintah  melakukan peninjauan ulang mengenai
diberlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
khususnya pada pasal 76 (d) ini, karena selain menyangkut nyawa

seseorang, juga terkait hubungan antar suami dan isteri dalam perkawinan.
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